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ISU STRATEGIS SKPD : 

 
- Rendahnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Perindustrian 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi  
- Masih Rendahnya Kemandirian Daya Saing Koperasi dan UMKM 

TUJUAN 2 RPD : 
 

TERWUJUDNYA PEREKONOMIAN DAERAH 
YANG BERDAYA SAING 

CORE BUSSINES : 
 

MEMBANTU BUPATI DALAM BIDANG PERDAGANGAN, 
PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH  

Sasaran : 
Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah 

 
Indikator : 

- Pertumbuhan Ekonomi Daerah 
- Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB 

- Persentase UMKM Formal 
- Persentase UMKM Naik Kelas 

- Persentase Koperasi Aktif dan Sehat 
- Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas 

- Persentase Kemitraan UMKM 

Sasaran : 
Meningkatnya Pengamanan dan 

Perlindungan Konsumen yang 
sesuai aturan 

 
Indikator : 

- Persentase Pelayanan 
Kemetrologian 

- Indeks Kepuasan Masyarakat 
 

Sasaran : 
Terwujudnya pemahaman dan 
fasilitasi terhadap unit usaha 
mengenai tertib niaga sesuai 

ketentuan 
 

Indikator : 
- Jumlah unit usaha yang 

mendapatkan pemahaman dan 
fasilitasi mengenai tertib niaga 

Sasaran : 
Terwujudnya Kesesuaian UTTP 
dan BDKT terhadap ketentuan 

yang berlaku 
 

Indikator : 
- Jumlah UTTP bertera sah  
- Jumlah temuan BDKT/B2 

ditindaklanjuti 
 

Sasaran : 
Terselenggaranya Tera dan Tera 

Ulang Alat UTTP 
 

Indikator : 
- Jumlah alat UTTP yang di tera 

dan tera ulang 

Sasaran : 
Terlaksananya Pengawasan 

alat UTTP dan BDKT 
 

Indikator : 
- Jumlah produk BDKT yang 

diawasi 
- Jumlah UTTP yang diawasi  

 

Sasaran : 
Terselenggaranya Pelayanan 

Tera/Tera Ulang 
 

Indikator : 
- Jumlah alat UTTP bertanda tera 

sah tahun berlaku 

Sasaran : 
Terlaksananya Pembinaan 

dan Fasilitasi Kegiatan Tertib 
Niaga sesuai dengan 

Peraturan Perundangan 
 

Indikator : 
- Jumlah Unit Usaha yang 

dibina dan fasilitasi kegiatan 
Tertib Niaga 

Sasaran : 
Terlaksananya Pembinaan 

Pelaku Usaha 
 

Indikator : 
-  Jumlah Pelaku Usaha yang 

Dibina 

Sasaran : 
Terwujudnya Sarana Distribusi 

Perdagangan yang Baik 
 

Indikator : 
- Jumlah sarana distribusi pasar 

yang kondisi baik 
 

Sasaran : 
Terwujudnya pasar rakyat yang 

sesuai standar 
 

Indikator : 
- Jumlah pasar tata kelola baik 

 
 

Sasaran : 
Terlaksananya Pembinaan 

Pengelola Pasar dan 
Pedagang  

 
Indikator : 

- Jumlah  Pengelola Pasar 
dan Pedagang yang dibina  

Sasaran : 
Terlaksananya pemberian 

rekomendasi pengelola pasar 
rakyat, pusat perbelanjaan dan 

usaha toko swalayan 
 

Indikator : 
- Jumlah laporan pemberian 

rekomendasi pengelola pasar 
rakyat, pusat perbelanjaan dan 

usaha toko swalayan 

Sasaran : 
Tersedianya Laporan Pelaksanaan 

Pendataan, Pengawasan, dan 
Pengendalian Usaha Industri, serta 
Penerbitan Rekomendasi lainnya 

 
Indikator : 

- Jumlah laporan Pelaksanaan 
Pendataan, Pengawasan, dan 

Pengendalian Usaha Industri, serta 
Penerbitan Rekomendasi lainnya 

  

Sasaran : 
Terwujudnya Penerbitan 

IUI, IPUI, IUKI dan IPKI 
kewenangan Kabupaten  

 
Indikator : 

-  Jumlah ijin yang 
diterbitkan dan diawasi 

 
 

Sasaran : 
Meningkatnya 

pengendalian izin usaha 
industri 

  
Indikator : 

- Persentase pengendalian 
isin usaha industri 

kewenangan Kabupaten 

Sasaran : 
Terlaksananya  Penyusunan,  dan Evaluasi 

Rencana Pembangunan Industri 
Kabupaten/Kota  serta Pemberdayaan 

Industri 
 

Indikator : 
-  Jumlah  laporan Pelaksanaan 

Penyusunan dan Evaluasi Rencana 
Pembangunan Industri Kabupaten 

Sasaran : 
Meningkatnya Perencanaan dan 

Pembangunan Industri 
  

Indikator : 
- Jumlah dokumen perencanaan 

dan pelaporan pembangunan 
industri 

Sasaran : 
Tersedianya laporan 

pelaksanaan penyusunan 
rencana dan laporan 

pembangunan industri 
 

Indikator : 
- Jumlah laporan pelaksanaan 

Sasaran : 
Tersedianya laporan 

pelaksanaan pendampingan 
usaha dan pelatihan bagi 

IKM/Kelompok IKM 
 

Indikator : 
- Jumlah laporan pelaksanaan 

pendampingan usaha dan 
pelatihan bagi IKM/Kelompok 

IKM 
 

Sasaran : 
Tersedianya laporan pelaksanaan 

pendataan, pencatatan dan 
pengolahan data sentra/unit usaha 

 
Indikator : 

- Jumlah laporan pelaksanaan 
pendataan, pencatatan dan 

Sasaran : 
Terwujudnya Pengembangan dan 

penguatan Akses Pasar Produk Unggulan 
Daerah yang sesuai ketentuan 

 
Indikator : 

- Jumlah produk unggulan daerah yang 
dipromosikan 

- Jumlah promosi produk unggulan yang 
diselenggarakan 

Sasaran : 
Terwujudnya Peningkatan 

Pemasaran Produk Unggulan 
Daerah 

 
Indikator : 

- Jumlah Akses Kemitraan Pelaku 
Usaha  

 
 

Sasaran : 
Tersedianya Produk 

Unggulan Daerah   
 

Indikator : 
- Jumlah Produk unggulan 

Daerah  

Sasaran : 
Terlaksananya promosi 
produk lokal /unggulan  

Daerah 
 

Indikator : 
- Jumlah promosi  produk 

unggulan daerah yang 

Sasaran : 
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan 

Koperasi yang sesuai Ketentuan  
 

Indikator : 
- Jumlah SDM koperasi yang berkompeten 

 
 

Sasaran : 
Terlaksananya supervisi 

penyusunan dan pembimbingan 
program pembimbingan dan 

pelatihan terhadap pengawas 
internal dan pengurus koperasi 

 
Indikator : 

- Jumlah koperasi yang 
mendapatkan bimbingan dan 
pelatihan terhadap pengawas 

internal dan pengurus koperasi 

Sasaran : 
Terlaksananya Monev Kelembagan 

Koperasi dan Usaha Koperasi  
 

Indikator : 
- Jumlah laporan monev 

kelembagaan koperasi dan usaha 
koperasi 

Sasaran : 
Tersedianya dokumen 

pemeriksaan dan pengawasan 
kelembagaan dan usaha koperasi  

 
Indikator : 

- Jumlah dokumen pemeriksaan 
dan pengawasan kelembagaan 

dan usaha koperasi 

Sasaran : 
Terwujudnya Kelembagaan Koperasi yang sesuai  

Ketentuan 
 

Indikator : 
- Persentase Capaian Nomor Induk Koperasi (NIK)  

- Persentase Kepemilikan ART  
 
 

Sasaran : 
Terwujudnya Legalitas Formal Koperasi  

 
Indikator : 

- Jumlah dokumen koperasi yang memiliki 
legalitas formal 

  
 

Sasaran : 
Meningkatnya Kepatuhan Koperasi 

terhadap Peraturan 
 

Indikator : 
- Jumlah laporan koperasi yang 

melaksanakan RAT (Rapat Anggota 
Tahunan) tepat waktu 

- Jumlah laporan koperasi yang memiliki 
ART (Anggaran Rumah Tangga)  

Sasaran : 
Terlaksananya 

Pengendalian dan 
Pengawasan Koperasi dan 

KSP/USP 
 

Indikator : 
- Jumlah laporan koperasi 
yang berkembang sesuai 

Sasaran : 
Terlaksananya analisis data 

dan pendahuluan objek 
pengawasan koperasi 

primer 
 

Indikator : 
- Jumlah dokumen analisis 

koperasi primer yang di 

Sasaran : 
Terlaksananya supervisi 

penilaian manajemen umum, 
aktiva, likuiditas, efisiensi usaha 

simpan pinjam, manajemen 
likuiditas keuangan dan 

kepatuhan prinsip usaha syariah 
koperasi 

 
Indikator : 

- Jumlah laporan koperasi yang 
dinilai manajemen umum, 

aktiva, likuiditas, efisiensi usaha 
simpan pinjam, manajemen 

likuiditas keuangan dan 
kepatuhan prinsip usaha syariah 

koperasi 

Sasaran : 
Terlaksananya Penilaian 

Kesehatan KSP/USP Koperasi 
 

Indikator : 
- Jumlah dokumen penilaian 
Kesehatan KSP/USP Koperasi 

Sasaran : 
Terlaksananya pemantauan 

tindak lanjut rekomendasi hasil 
pengawasan dan penerapan 
sanksi administratif terhadap 

koperasi 
 

Indikator : 
- Jumlah laporan koperasi yang 

dipantau tindak lanjut 
rekomendasi hasil pengawasan 

dan penerapan sanksi 
administratifnya Sasaran : 

Tersedianya dokumen 
penilaian kesehatan KSP/USP  

 
Indikator : 

- Jumlah dokumen penilaian 
kesehatan KSP/USP 

Sasaran : 
Tersedianya dokumen permohonan 
izin pembukaan kantor cabang, 
cabang pembantu dan kantor kas 

 
Indikator : 

- Jumlah dokumen permohonan izin 
pembukaan kantor cabang, cabang 

Sasaran : 
Terwujudnya Tata Kelola UMKM yang sesuai 

Ketentuan  
 

Indikator : 
- Persentase  UMKM dengan SDM berkompeten 

 

Sasaran : 
Terwujudnya data UMKM 

 
Indikator : 

- Jumlah laporan UMKM yang 
terdata 

 

Sasaran : 
Terwujudnya Legalitas 

Formal UMKM 
 

Indikator : 
- Jumlah laporan UMKM 

yang memiliki NIB 
 

Sasaran : 
Terwujudnya 

peningkatan kapasitas 
pelaku UMKM 

 
Indikator : 

- Jumlah laporan pelaku 
UMKM yang bersertifikat  

Sasaran : 
Terwujudnya data produk 

unggulan UMKM Kab. Buleleng 
 

Indikator : 
- Jumlah laporan produk 

unggulan UMKM Kab. Buleleng 

Sasaran : 
Tersedianya data pelaku 
UMKM yang bersertifikat 

 
Indikator : 

- Jumlah laporan pelaku 
UMKM yang bersertifikat 

Sasaran : 
Tersedianya database UMKM 

 
Indikator : 

- Jumlah laporan UMKM yang 
terdata 

Sasaran : 
Terlaksananya 

pendampingan UMKM 
dalam pengurusan NIB 

 
Indikator : 

- Jumlah laporan UMKM 
yang telah memiliki NIB 

Sasaran : 
Tersedianya data produk 

unggulan UMKM Kab. Buleleng 
 

Indikator : 
- Jumlah laporan produk 

unggulan UMKM Kab. Buleleng 

Sasaran : 
Meningkatnya Modal UMKM 

 
Indikator : 

- Persentase UMKM yang 
meningkat Modalnya 

Sasaran : 
Tersedianya laporan 

pembinaan dan dukungan 
penyediaan informasi 
permodalan UMKM 

 
Indikator : 

- Jumlah laporan pembinaan 
dan dukungan penyediaan 

informasi permodalan UMKM  

Sasaran : 
Stabihlisasi Harga Bahan Pokok Penting 

 
Indikator : 

- Laju Inflasi 
- Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting 

 
 

Sasaran : 
Terwujudnya Pengembangan dan Penguatan akses pasar produk unggulan 

daerah yang sesuai ketentuan 
 

Indikator : 
- Jumlah sub distributor stok barang kebutuhan pokok dan barang penting  

- Jumlah operasi pasar dan/atau pasar murah 
- Jumlah monev/pemantauan ketersediaan barang, pasokan barang, harga 

barang pokok dan penting yang sesuai ketentuan  

Sasaran : 
Terlaksananya pendataan 

terhadap sub distributor stok 
barang kebutuhan pokok 

barang penting 
 

Indikator : 
- Jumlah sub distributor stok 

barang kebutuhan pokok 
barang penting 

Sasaran : 
Terlaksananya operasi pasar 

dan / atau pasar murah dalam 
rangka stabilisasi harga bahan 

pokok dan penting 
 

Indikator : 
- Jumlah operasi pasar 
dan/atau pasar murah 

Sasaran : 
Terlaksananya pemantauan  

ketersediaan barang pasokan barang 
,harga barang pokok dan penting yang 

sesuai ketentuan  
 

Indikator : 
- Jumlah monev /pemantauan  

ketersediaan barang pasokan barang 
,harga barang pokok dan penting yang 

sesuai ketentuan   



Tujuan RPD 
Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing 

Indikator Tujuan 
- Meningkatkan sebaran Industri pengolahan 

- Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM 
- Meningkatkan jumlah dan daya saing koperasi  

- Mengembangkan dan menguatkan kelompok pedagang/usaha 
informal 

Sasaran Disdagperinkopukm  
- Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah 

- Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting 

Indikator Sasaran 1 : 
1. Pertumbuhan ekonomi daerah 

2. Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB 
3. Persentase UMKM Formal 

4. Persentase UMKM Naik Kelas 
5. Persentase Koperasi Aktif dan Sehat 

6. Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas 
7. Persentase Kemitraan UMKM 

 

Indikator Sasaran 2 : 
1. Laju inflasi  

2. Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting 

UPTD Metrologi Legal  

 Kepala UPTD Metrologi Legal 
 

Kegiatan :  
Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera 

ulang, dan pengawasan 
 

Sasaran : 
Terselenggaranya Tera dan Tera Ulang Alat  

UTTP (Ukur,Takar,Timbang dan 
Perlengkapannya) 

 
Indikator Kinerja : 

- Jumlah alat UTTP yang ditera dan tera ulang 
 

Bidang Sarana dan Tertib Niaga Perdagangan (STNP) 

Kepala Bidang STNP 
 

Kegiatan :  
- Penerbitan Tanda Daftar Gudang 

- Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya  
- Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan 

 
Sasaran : 

1. Terwujudnya pasar rakyat yang sesuai standar 
2. Terwujudnya kesesuaian UTTP dan BDKT/B2 terhadap ketentuan yang berlaku  

3. Terwujudnya pemahaman dan fasilitasi terhadap unit usaha mengenai tertib niaga sesuia 
ketentuan 

 
Indikator Kinerja : 

1.1 Jumlah pasar tata kelola baik 
2.1 Jumlah UTTP bertera sah 

2.2 Jumlah temuan BDKT/B2 ditindaklanjuti  
3.1 Jumlah unit usaha yang mendapatkan pemahaman dan fasilitasi mengenai tertib niaga  

 

 Kepala TU UPTD Metrologi Legal 
 

Sub Kegiatan :   
Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera 

ulang 
 

Sasaran : 
Terselenggaranya Tera dan Tera Ulang Alat  

UTTP (Ukur,Takar,Timbang dan 
Perlengkapannya) 

 
Indikator Kinerja : 

- Jumlah alat UTTP yang ditera dan tera ulang 
 

Pengawas Perdagangan substansi STNP 
 

Sub Kegiatan :  
- Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 
- Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 

 
Sasaran : 

1. Terlaksananya Pengawasan alat UTTP dan BDKT 
2. Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Tertib Niaga sesuai dengan peraturan 

perundangan 
3. Terlaksananya pembinaan pelaku usaha 

4. Terlaksananya pemberian rekomendasi pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha 
toko swalayan 

5. Terlaksananya pembinaan pengelola pasar dan pedagang 
 

Indikator Kinerja : 
1.1 Jumlah produk BDKT yang diawasi 

1.2 Jumlah UTTP yang diawasi 
2.1 Jumlah unit usaha yang dibina dan fasilitasi kegiatan tertib niaga 

3.1 Jumlah pelaku usaha yang dibina 
4.1 Jumlah laporan pemberian rekomendasi pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha 

toko swalayan 
5.1 Jumlah pengelola pasar dan pedagang yang dibina 

Bidang Pemberdayaan Perdagangan (PP)  

Kepala Bidang PP 
 

Kegiatan : 
- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk 

dalam Negeri 
 

Sasaran : 
1. Terwujudnya Pengembangan dan penguatan Akses Pasar Produk Unggulan 

Daerah yang sesuai ketentuan 
 

Indikator Kinerja : 
1.1 Jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan 

1.2 Jumlah promosi produk unggulan yang diselenggarakan 

Pengawas Perdagangan substansi PP 
 

Sub Kegiatan : 
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat 

Kabupaten/Kota 
 

Sasaran : 
1. Tersianya produk unggulan daerah 

2. Terlaksananya promosi produk lokal/unggulan daerah 
 

Indikator Kinerja : 
1.1 Jumlah produk unggulan daerah  

1.2 Jumlah promosi produk unggulan yang diselenggarakan  

Bidang Industri 

Kepala Bidang Industri 
 

Kegiatan : 
- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 

- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan 
Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 

 
Sasaran : 

1. Terlaksananya penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota serta 
Pemberdayaan Industri 

2. Terwujudnya penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten 
 

Indikator Kinerja : 
1.1 Jumlah laporan pelaksanaan penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri   

2.1 Jumlah ijin yang diterbitkan dan diawasi 
 

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan  
 

Sub Kegiatan : 
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya industri  

- Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat  
- Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenanngan Kabupaten/Kota 

dalam SIInas yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara 
elektronik 

 
Sasaran : 

1. Tersedianya laporan pelaksanaan penyusunan rencana dan laporan pembangunan industri  
2. Tersedianya laporan pendampingan usaha dan pelatihan bagi IKM/Kelompok IKM  

3. Tersedianya laporan pelaksanaan pendataan, pencatatan dan pengolahan data sentra/unit usaha  
4. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pendataan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Industri, serta 

Penerbitan Rekomendasi lainnya 
 

Indikator Kinerja : 
1.1 Jumlah  laporan pelaksanaan penyusunan rencana dan laporan pembangunan industri  
2.1 Jumlah laporan pelaksanaan penyusunan rencana dan laporan pembangunan industri  

3.1 Jumlah laporan pelaksanaan pendataan, pencatatan dan pengolahan data sentra/unit usaha  
4.1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendataan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Industri, serta 

Penerbitan Rekomendasi lainnya 
 

Bidang Koperasi 

Kepala Bidang Koperasi 
 

Kegiatan : 
- Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota  

- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah 
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 

- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 
(satu) Daerah Kabupaten/Kota 

- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota  
- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota  

 
Sasaran : 

1. Terwujudnya Legalitas Formal Koperasi 
2. Meningkatnya Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan  

3. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Koperasi yang sesuai Ketentuan  
 

Indikator Kinerja : 
1.1 Jumlah dokumen koperasi yang memiliki legalitas formal  

2.1 Jumlah laporan koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu 
2.2 Jumlah laporan koperasi yang memiliki ART 

3.1 Jumlah SDM yang berkompeten 

Pengawas Koperasi  
 

Sub Kegiatan : 
- Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas 

koperasi simpan pinjam untukk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 
- Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan 

kabupaten/kota  
- Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota 

- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi 
- Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, 

penataan manajemen, standarisasi dan restrukturasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota 
 

Sasaran : 
1. Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Koperasi  dan KSP/USP 

2. Terlaksananya analisis data dan pendahuluan objek pengawasan koperasi primer 
3. Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 

4. Terlaksananya supervisi penilaian manajemen umum, aktiva, likuiditas, efisiensi usaha simpan pinjam, manajemen 
likuiditas keuangan dan kepatuhan prinsip usaha syariah koperasi 

5. Terlaksananya pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan penerapan sanksi administratif 
terhadap koperasi 

6. Terlaksananya supervisi penyusunan dan pembimbingan program pembimbingan dan pelatihan terhadap pengawas 
internal dan pengurus koperasi 

7. Terlaksananya Monev Kelembagan Koperasi dan Usaha Koperasi  
 

Indikator Kinerja : 
1.1 Jumlah laporan koperasi yang berkembang sesuai dengan regulasi 

2.1 Jumlah dokumen analisis koperasi primer yang di awasi 
3.1 Jumlah dokumen penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 

4.1 Jumlah laporan koperasi yang dinilai manajemen umum, aktiva, likuiditas, efisiensi usaha simpan pinjam, 
manajemen likuiditas keuangan dan kepatuhan prinsip usaha syariah koperasi 

5.1 pengawas internal dan pengurus koperasi 
Jumlah laporan koperasi yang dipantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan penerapan sanksi 

administratifnya 
6.1 Jumlah koperasi yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan terhadap pengawas internal dan pengurus koperasi 

7.1 Jumlah laporan monev kelembagaan koperasi dan usaha koperasi 

Bidang Pengembangan Usaha Mikro (PUM) 

Kepala Bidang PUM 
 

Kegiatan : 
- Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, 
Kemitraan, Kemudahan perizinan, Penguatan Kelembagaan dan 

Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 
- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala 

Usaha menjadi Usaha Kecil 
 

Sasaran : 
1. Terwujudnya data UMKM 

2. Terwujudnya Legalitas Formal UMKM 
3. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas pelaku UMKM 

 
Indikator Kinerja : 

1.1 Jumlah laporan UMKM yang terdata 
2.1 Jumlah laporan UMKM yang memiliki NIB 

3.1 Jumlah laporan pelaku UMKM yang bersertifikat 

Analis Kebijakan, Fasilitator Kewirausahaan dan Pengawas Koperasi  
 

Sub Kegiatan : 
- Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro 

- Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro 
- Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro 

- Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam 
pemberdayaan usaha mikro 

- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta 
kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan 

- Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan 
produksi dan pengolahan pemasarann, SDM, serta desain dan teknologi 

 
Sasaran : 

1. Tersedianya database UMKM 
2. Tersedianya data pelaku UMKM yang bersertifikat 

3. Terlaksananya pendampingan UMKM dalam pengurusan NIB 
4. Tersedianya laporan pembinaan dan dukungan penyediaan 

permodalan UMKM 
 

Indikator Kinerja : 
1.1 Jumlah laporan UMKM yang terdata 

2.1 Jumlah laporan pelaku UMKM yang bersertifikat 
3.1 Jumlah laporan UMKM yang telah memiliki NIB 

4.1 Jumlah laporan pembinaan dan dukungan penyediaan oinfromasi 
permodalan UMKM 

Bidang Pemberdayaan Perdagangan (PP) 

Kepala Bidang PP 
 

Kegiatan : 
- Menjamian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penitng di tingkat 

daerah kabupaten/kota 
- Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di 

tingkat pasar kabupaten/kota 
 

Sasaran : 
1. Terwujudnya Pengembangan dan Penguatan akses pasar produk unggulan 

daerah yang sesuai ketentuan 
 

Indikator Kinerja : 
1.1 Jumlah sub distributor stok barang kebutuhan pokok dan barang penting 

1.2 Jumlah operasi pasar dan/atau pasar murah 
1.3 Jumlah monev/pemantauan ketersediaan barang, pasokan barang, harga 

barang pokok dan penting yang sesuai ketentuan 
 

Pengawas Perdagangan substansi PP 
 

Kegiatan : 
- Koordinasi  dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang 

penting di tngkat agen dan pasar rakyat 
- Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada 

pelaku usaha distribusi barang dalam 1 kabupaten/kota  
 

Sasaran : 
1. Terlaksananya pendataan terhdap sub distributor stok barang kebutuhan pokok 

barang penting 
2. Terlaksananya operasi pasar dan/ atau pasar murah dalam rangka stabilisasi 

harga bahan pokok dan penting 
3. Terlaksananya pemanataun ketersediaan barang pasokan barang. harga barang 

pokok dan penting yang sesuai ketentuan 
 

Indikator Kinerja : 
1.1 Jumlah sub distributor stok barang kebutuhan pokok barang penting  

2.1 Jumlah operasi pasar dan/ atau pasar murah  
3.1 Jumlah monev/pemantauan ketersediaan barang pasokan barang, harga 

barang pokok dan penting yang sesuai ketentuan 


